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Pendahuluan

Kemandirian Ekonomi Desa

Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang

bertujuan sehingga dapat mendukung kemandirian

ekonomi desa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kurangnya memanfaatkan potensi yang ada sehingga

mayoritas BUMDes di Kabupaten Sidoarjo

mengembagkan potensi hanya sebagai bidang

penyewaan dan perdagangan saja.

BUMDes Sambimadu Kec Taman, Sidoarjo

Salah satu BUMDes Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan

Peraturan Desa Sambibulu Tahun 2018 Nomor 3

Tentang Pemilikan Desa (BUMDes). Dalam

inovasinya, pemerintah desa Sambibulu dan BUMDes

Sambimadu mewujudkan pengembangan desa wisata

melalui agrowisata Sambibulu.

Desa

Desa sebagai unit terkecil dalam sistem tata negara

Indonesia yang dijadikan sebagai komponen integral

dari pengembangan nasional.

Kebijakan- BUMDes

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijkan yang

ditujukan oleh Pemerintah Dea yaitu Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat 01

yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Sebuah badan usaha yang seluruh maupun setengah dari

modal tersebut dikuasai oleh desa melewati sebuah

penyertaan pribadi yang berasal dari kekayaan sebuah

desa dan dipisahkan untuk mengatur jalannya aset, jasa

pelayanan, dan lainnya.
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RumusanMasalah

Pemerintah desa 

Sambibulu masih 

belum mampu 

merangkul 

keseluruhan 

masyarakat dalam 

berpartisipasi 

pelakasanaan 

kebijakan 

BUMDes

Pemerintah  

Sambibulu

Desa  

belum

memberikanbisa 

upah  

bagi

yang  

para

cukup  

pekerja

Sambibulu.

Sumber Daya Manusia BUMDes 

Sambimadu kurang mendukung dan 

kurang berkompeten.
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MetodePenelitian
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JENIS PENELITIAN

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif

FOKUS PENELITIAN

Proses Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam Mendukung Kemandirian EkonomI 

Desa Melalui Pengembangan Desa Wisata Sambibulu Dengan Teori Implementasi

Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) :
1. Standar dan Tujuan Kebijakan

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

b. Sumber Daya Financial

3. Komunikasi Antar Organisasi

4. Karakteristik Pelaksana

5. Disposisi Implementator

a. Respon Pelaksana

b. Kemampuan Kognisi

c. Intensitas Disposisi

6. Kondisi Lingkungan

a. Sosial

b. Ekonomi

c. Politik



LOKASI PENELITIAN

Desa Sambibulu  

Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan Taman

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling.

SUMBER DATA

Data Primer 

Data Sekunder

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Wawancara Mendalam

Observasi 

Studi Pustaka
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Hasil

1. StandardanTujuankebijakandalamImplementasiKebijakanBUMDesMelaluiPengembanganDesaWisata

Dalam riset sebelumnya diawal tahun 2020 awal mula implementasi kebijakan BUMDes dalam

pengembangan agrowisata Sambibulu. Kepala Desa Sambibulu , mengatakan “Untuk awal

mula berdirinya Agrowisata ini, saya punya inisiatif untuk mengeruk tanah yang dijadikan

sebagai area outbond. Pada saat itu memang muncul pro dan kontra yang terjadi dikalangan

warga desa.
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2. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam Pengembangan Desa Wisata
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01. SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR PENGURUS BUMDes AGROWISATA SAMBIBULU

No Jabatan Nama

01 Ketua Juni Warsono

02 Sekertaris Romadi, SE

03 Sie Pengembangan SDM Mas’ulah Sisca

04 Sie Humas dan Publikasi Mia Fury Rahayu

05 Sie Pengembangan Kreativitas dan Rekreasi Mustofa

06 Sie Wahana Wisata Fandy, Slamet Heryanto,

Subur, Alfa Ridho, Alif

Setiawan

07 Sie Perlengkapan Mulyono, Abd.Rosyid,

Wanto

08 Sie Keamanan & Ketertiban Sukamto

Sumber : Diolaholehpenulis, 2022

Data Pendapatan BUMDes Agrowiasata

Sambibulu

Bulan Jumlah pendapatan

September Tahun 2020 Rp 17.500.000

Oktober Tahun 2020 Rp 13.500.000

Oktober Tahun 2020 Rp 13.500.000

Desember Tahun 2020 Rp 8.000.000

Desember Tahun 2020 Rp 10.000.000

Desember Tahun 2020 Rp 8.000.000

Maret Tahun 2021 Rp 8.000.000

April Tahun 2021 Rp 10.000.000

Mei Tahun 2021 Rp 20.000.000

Ju
S

n
u
iT
m

a
b
h
e
u
r
n
:
2
P

0
e
21
ngurusBUMDesAgrowisat aRpS1a5m.0b0ib0u.0lu00

Juni Tahun 2021 Rp 10.000.000

02. SUMBER DAYA FINANCIAL



3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dalam Implementasi Kebijakan

BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Adanya komunikasi melalui koordinasi terlihat antara masyarakat desa dengan berbagai organisasi

yang terlibat dalam pengembangan desa wisata antara lain, ibu-ibu PKK, karang taruna, BPD,

serta DPM Jawa Timur mengelola program ODGJ dalam proses pelaksanaan kebijakan BUMDes

Sambimadu dalam mengembangkan desa wisata. .

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes

Melalui Pengembangan Desa Wisata

Aktor pelaksana kebijakan BUMDes Sambimadu adalah Pemdes, kepala BUMDes, staff BUMDes

serta warga. Pegawai BUMDes Sambimadu cenderung sibuk dengan kegiatannya masing-masing

sehingga agrowisata Sambibulu hanya dibuka setiap hari sabtu minggu saja.
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5.Disposisi Implemementator Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes  

Melalui Pengembangan Desa Wisata

Disposisi implementator dapat berpengaruh pada implementasi kebijakan BUMDes dalam

pengembangan desa wisata melalui Agrowisata Sambibulu.Hasil menunjukkan pada indicator kognisi , terdapat

kendala mengenai pemahaman mekanisme kebijakan BUMDes Sambimadu, yang menyebabkan proses

implementasikebijakantidak dapatdilakukansecaraoptimal.

6.Kondisi Lingkungan Sosisal, Ekonomi, Politik Dalam Implementasi Kebijakan  

BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Proses implementasi kebijakan BUMDes dalam membangun kemandirian ekonomi desa

melalui pengembangan desa tidak ditemui hambatan, sehinggadianyatakan berhasil dari segi

lingkungansosial, ekonomidanpolitik.
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PEMBAHASAN

1. StandardanTujuankebijakandalamImplementasiKebijakanBUMDesMelaluiPengembanganDesaWisata

Standar & Tujuan Kebijakan BUMDes dalam mengembangkan desa wisata dikatakan

berhasil, hal ini terlihat melalui adanya kebijakan tersebut mampu meningkatkan

pendapatan asli desa dan juga menyerap tenaga kerja, sehingga pengembangan desa

wisata ini berhasil mengurangi angka pengangguran, meningkatkan perekonomian

serta taraf hidup masyarakat desa dan juga meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Serta masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan area desa wisata untuk tempat
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2. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam 

Pengembangan Desa Wisata

Penelitian menunjukkan bahwa dalam hal Sumber Daya Manusia ;

• Dalam proses pembangunan Agrowisata hanya terdapat beberapa

masyarakat yang mau terlibat dan berkeinginan tinggi untuk

membantu Proses Pengembangan Desa Wisata pada BUMDes

Dimana pada saat awal- awal BUMDes Sambimadu mulai merintis

membangun Desa Wisata banyak masyarakat yang mencaci dan

tidak mau terlibat dalam proses Implementasi Kebijakan BUMDes.

• Dalam proses rekruitmen pegawai BUMDes berdasarkan pada

kesukarelaan masyarakat desa Sambibulu. Dengan demikian, SDM

BUMDes dapat dikatakan gagal untuk proses implementasi

kebijakan BUMdes melalui pengembangan desa wisata disebabkan

banyaknya SDM kawasan Agrowisata tidak berkualitas dan

berkompeten serta belum memahami secara jelas tugas dan

prosedur pengembangan desa wisata.
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Penelitian menunjukkan, mengenai sumber

pembiayaan ditengah pendapatan Agrowisata

Sambibulu mengalami penurunan tetapi banyak

asupan anggaran yang masuk untuk Agrowisata

Sambibulu dalam pengembangannya, sehingga

bisa disebut sumber pembiayaannya efisien

karena sumber permodalannya sangat beragam,

salah satunya Dana Desa dari APBDes dapat

dimanfaatkan dengan baik dalam

mengembangkan desa wisata.



3. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Adanya komunikasi melalui koordinasi terlihat antara masyarakat desa dengan berbagai organisasi yang terlibat dalam proses

pelaksanaan kebijakan BUMDes Sambimadu dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu Pemdes Sambibulu

berkomunikasi dengan warganya untuk kegiatan sosialisasi dengan pertimbangan desa RKPDes dan Musrenbangdes.

Komunikasi pemerintah desa dan kepala BUMDes Sambimadu yang juga berkomunikasi dengan warga melalui koordinasi

secara rutin mingguan dengan mengadakan pertemuan di kantor Agrowisata Sambibulu yang tak lain membahas

perkembangan desa wisata.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes Melalui Pengembangan Desa Wisata

Karakteristik para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan BUMDes Sambimadu belum berhasil, dikarenakan 

terdapat kendala dari segi staff BUMDes yang memiliki karakter indiviadualis yang mementingkan dirinya sehingga mereka tidak 

professional dan meremehkan tanggung jawabnya dalam mengoperasikan BUMDes. Berbanding terbalik, yang ditampilkan oleh 

pemerintah desa yang memperlihatkan penuh dukungannya dalam mengembangkan desa wisata.
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5. Disposisi Implemementator Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes 

Melalui Pengembangan Desa Wisata

Pertama, 

Respon 

pelaksana 

terhadap 

implementasi  

kebijakan

Bahwa reaksi peemerintah desa terhadap

kebeijakan BUMDes mendukung penuh

dalam implementasi kebijakan BUMDes

mengembangkan desa wisata melalui

dukungan finansial yang bersumber dari

dana desa.

Kedua, 

Kemampuan  

Kognisi.
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Ketiga, 

Intensitas  

Disposisi

Beberapa pegawai BUMDes yang belum

sepenuhnya memahami Implementasi  

Kebijakan BUMDes dalam

mengembangkan desa wisata.

Sambibulu

peranan

sebagai

penting

Kepala Desa  

mempunyai 

Implementasi Kebijakan BUMDes.

pionir

dalam

Kepala

Desa Sambibulu juga memahami tujuan dari

Kebijakan BUMDes ini.



Ditemukan adanya keselarasan 

kondisi sosial mayoritas penduduk 

Sambibulu yang bermata 

pencaharian sebagai pedagang.
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Dapat mengurangi angka pengangguran di 

Desa Sambibulu dan juga terterbentuknya 

agrowisata ini secara perlahan, dapat 

membantu pendapatan ekonomi masyarakat 

lebih meningkat.

Dalam pelaksanaan kebijakan 

BUMDes Sambimadu, mendapat 

bantuan dari Pemkab Sidoarjo untuk 

mengembangkan desa wisata.

6. Kondisi Lingkungan Sosisal, Ekonomi, Politik Dalam Implementasi Kebijakan BUMDes 

Melalui Pengembangan Desa Wisata

LINGKUNGAN SOSIAL LINGKUNGAN EKONOMI LINGKUNGAN POLITIK



TemuanPenting

15

Dapat dipahami bahwa suatu Kebijakan akan berhasil jika semua terlibat dalam Implementasi

kebijakan tersebut saling terintegritas, bersinergi, dan berkolaborasi dengan baik. Dalam

Implementasi Kebijakan BUMDes Sambibulu dalam proses pembangunan desa wisata dimana

mengalami penolakan bahkan tidak adanya dukungan dari masyarakat desa, namun setelah desa

wisata ini berdiri masyarakat memperoleh dampak baiknya dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini

terbukti bahwa pemerintah desa mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya

BUMDesdalampengembangan desawisata ini dapatmensejahterakan masyarakat desaSambibulu.



ManfaatPenelitian

Manfaat Teoritis

a. Untukmenambahsertamengembangkanilmu

pengetahuandalammendukungteori-teori yangtelah  

adasehubungandenganmasalahyangditeliti.

b. Sebagaibahanmasukandalamrangkaproses

implementasiKebijkanBUMDes.

c. Sebagaidasaruntukmengadakananalisis lebihlanjut  

bagipeneliti lainyangrelevan

Manfaat Praktis

a. Bagipihakinstansi, sebagaitolak ukurdalamupayamewujudkan 

kesejahteraanmasyarakat desamelalui adanyaBUMDes  

Sambimadu.

b. Bagimahasiswa,dari hasil penelitian ini KebijakanBUMDesini 

diharapkandapatmenambahpengetahuantambahanmengenai 

prosesImplementasiKebijakanBUMDesberjalanpadasebuah 

desa.

c. BagiPeneliti Selanjutnya,hasil penelitian ini diharapkandapat 

bergunasebagaidasarkegiatan ilmiahuntukpenelitianselanjutnya 

khusnyapenelitiandibidangyangsama.
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